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ABSTRACT
Modernisasi administrasi perajakan  merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komperhensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan. 	Tax administration modernization is part of a comprehensive tax reform as a whole performed on three key areas that directly touch the pillar of taxation. Sedangkan Kinerja Account Representative adalah pelayan atau kinerja yang harus meningkatkan efisiensi sekaligus menegakkan profesionalisme serta integritas aparat dalam menegakkan peraturan perpajakan. While the Account Representative Performance is a minister or performance should improve efficiency at the same time upholding the professionalism and integrity of officials in enforcing tax regulations. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kinerja account representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.The purpose of this study to determine the effect of tax administration modernization implementation to the performance of an account representative at Bandung Small  Tax Payers  Office. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah The research of  method that used descriptive and verification methods. The method used to determine descriptive overview of tax administration modernization and account representative performance, while the verification method used to determine a correlation between the tax administration modernization and account representative performance.Dan untuk mengetahui pengaruh penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kinerja account representative digunakan pengujian statistik. Pengujian statistik yang digunakan adalah perhitungan korelasi Person Product Moment , koefisien determinasi, uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi SPSS 15.0 for windows . To determine the effect of tax administration modernization implementation to account representative performance used statistical tests. The statistic test used Person Product Moment correlation, coefficient of determination, hypothesis test using SPSS 15.0 for Windows applications. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan signifikan dalam meningkatkan kinerja account representative pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung. 	The results of this research indicate that application of Tax Administration Modernization significant in improving the account representative performance at the Bandung Small Tax Payers Office. Terdapat hubungan yang cukup kuat antara penerapan modernisasi administrasi perpajakan dengan kinerja account repesentative pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung. There is a fairly strong correlation the implementation of tax administration modernization with performance repesentative account at Bandung Small  Tax Payers Office. 
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1. PENDAHULUAN
Kurangnya profesionalisme DJP, menandakan bahwa pelaksanaan pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Untuk itu DJP mengatasi dengan mengupayakan pembentukan kantor wajib pajak besar. Guna memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik terhadap wajib pajak besar yang memberikan konstribusi yang relative besar terhadap penerimaan pajak, DJP membentuk Kantor Wilayah dan KPP Wajib Pajak Besar. Pada KPP Wajib Pajak Besar tersebut dibentuk Account Representative (AR) yang bertujuan untuk mengetahui segala tingkah laku, ruang lingkup bisnis, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang diawasinya (knowing your taxpayer) dan pelayanan kepada wajib pajak dapat dilakukan secara tuntas pada satu meja. Salah satu ciri khas dari Sistem Administrasi Perpajakan adalah adanya Account Representative (AR) yang melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban oleh wajib pajak dan melayani penyelesaian hak wajib pajak, jika wajib pajak memerlukan informasi atau hal lainnya terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Sehingga, Account Representative berfungsi sebagai jembatan atau mediator antara wajib pajak dengan KPP. (Raden Suparman, 2008). Menurut KANWIL kota Bandung bahwa kinerja Account Representative belum efektif. Hal ini dilihat dari tugas-tugas Account Representative yang belum terlaksanakan dengan baik. Seperti adanya profile wajib pajak yang belum di up-date oleh Account Representative karena satu orang Account Representative harus melayani wajib pajak pada beberapa kecamatan. (Bondan, 2010)
Adapun rumusn masalahnya adalah bagaimana penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung, bagaimana kinerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung, dan bagaimana besar pengaruh penerapan modernisasi administrasi perpajakan dan implikasinya terhadap kinerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung.
Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kinerja account representative pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung.
Kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai bahan masukan khususnya mengenai Analisis Atas Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Implikasinya Terhadap Kinerja Account Representative di KPP Wilayah Kota Bandung, sehingga akan menjadi lebih baik dan berkembang.
2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
Pengertian modernisasi administrasi perpajakan  adalah modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komperhensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan SDM dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). (Djozoli Sadhani , 2005:60)
Dirjen Pajak merencanakan mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional. Program ini dilakukan untuk mencapai empat sasaran utama. Pertama, optimalisasi penerimaan yang berkeadilan yaitu perluasan tax base, minimalisasi tax gap dan stimulus fiskal. Kedua, peningkatan kepatuhan sukarela yaitu melalui pemberian pelayanan prima dan penegakkan hukum yang konsisten. Ketiga, efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Terakhir, terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi yaitu kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif dan pelaksanaan good governance. (Artilkel Pajak, 18 Desember 2009). Konsep umum perpajakan modernisasi administrasi perpajakan adalah restruksi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuiakan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia. (Liberti Pandiangan, 2007:7)
Karateristik modernisasi administrasi perpajakan adalah :
1. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini.
2. Seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara on-line.
3. Seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (e-SPT).
4. Monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif dengan pemanfaatan profit wajib pajak diadministrasikan di KPP Madya hanya wajib pajak tertentu saja, yaitu sekitar 500 wajib pajak.
Adapun tujuan Modernisasi Administrasi Perpajakan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan produktivitas pegawai, meningkatkan kepercayaan terhadap aparat pajak dan meningkatkan voluntary compliance wajib pajak. (Labuhanbatunews, 26 Maret 2008).
Tujuan adminitrasi perpajakan modernisasi merupakan perbaikan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada dengan tujuan agar tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak, tingkat kepercayan wajib pajak, serta tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Indikator Modernisasi Administrasi Perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:128), Modernisasi Adminstrasi Perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi :
1. Restruksi organisasi.
Implementasi konsep modernisasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi DJP perlu diubah, baik dilevel kantor pusat maupun dilevel kantor operasional.
a. Job des Kantor Pusat
Struktur Kantor Pusat DJP (KP DJP) ikut disesuaikan berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya. Untuk itu struktur KP DJP dibagi menjadi direktorat yang menagani day-to-day operation (1 sekertariat, 9 direktorat), direktorat yang menagani pengembangan / transformasi (3direktorat), direktorat baru untuk menagani intelijen dan penyidikan perpajakan dan hubungan masyarakat, serta beberapa direktorat baru yang menagani penelitian perpajakan, kepatuhan internal, dan transfer princing.
b. Job des Kantor Operasioanal
Kantor Operasioanal perlu diubah sebagai pelaksana implementasi kebijakan yaitu dengan cara memudahkan wajib pajak dengan cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya, struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratis pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak secara sistematis berdasarkan analisi resiko, unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak (LTO, MTO, dan STO),  khusus di kantor operasional terdapat posisi baru yang disebut Account Representative, untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak seluruh penaganan keberatan dilakukan dilakukan oleh Kantor Wilayah yang merupakan unit vertikal diatas KPP yang menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai hasil dari pemeriksaan. 
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.
Langkah awal perbaikan proses bisnis adalah penulisan dan dokumentasi yang melalui :
a. SOP untuk setiap kegiatan diseluruh unit DJP.
b. Perbaikan proses bisnis dilakukan dengan penerapan e-system dengan dibukanya fasilitas e-filing, e-SPT, e-payment, e-registration.
c. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP).
3. Penyempurnaan manajemen SDM.
Langkah perbaikan dalam bidang SDM yaitu :
a. DJP melakuklan pemetaan kompetensi untuk seluruh 30.000 pegawai DJP guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai.
b. Seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan job grade  dari masing-masing jabatan tersebut.
c. Beban kerja dari masing-masing jabatan tersebut dianalisi yang kemudian dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja masing-masing pegawai.
d. Sebagai catatan, pembuatan dan dokumentasi SOP untuk seluruh proses pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilaian kerja.
e. Semuanya akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir, khususnya sistem mutasi dan promosi, serta sistem remunerasi yang lebih jelas, adil dan akuntabel.  
4. Pelaksanaan Good Governance
DJP dengan program modernisasi senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance berupa :
a. Pembuatan dan penegakan kode etik pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiaban dan laragan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran kode etik pegawai.
b. Pemerintah telah menyediakan berbagai salauran pengaduan yang sifatnya indepeden untuk menagani pelanggaran atau penyelewengan dibidang perpajakan.
c. Dalam lingkup interenal DJP sendiri, telah dibentuk dua subdirektorat yang khusus menagani pengawasan internal dibawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.
d. Pembentukan complience center dimasing-masing Kanwil modern untuk menampung keluhan WP merupakan bukti komitmen DJP untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada WP selakugus pengawasan bagi internal DJP. 
Definisi Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi”. (Mohamad Mahsun, 2006:25)
	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Account Representative adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern”.(No.98/KMK.01/20062)
Account Representative (AR) adalah petugas yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melaksanakan Sistem Administrasi Modern. Account Representative (AR) berkewajiban melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada Wajib Pajak (WP). (Kanwil DJP WP Besar, 2008)
Seluruh Wajib Pajak Besar mempunyai Account Representative (AR) yang bertanggung jawab untuk memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan Wajib Pajak. Account Representative akan memberikan informasi mengenai rekening Wajib Pajak untuk semua jenis pajak, kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi, interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan, perubahan data identitas Wajib Pajak, tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak, kemajuan proses keberatan dan banding, perubahan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
Indikator Kinerja Account Representative dapat dilihat dari kualitas pelayanan, kode etik pegawai, tugas dan tanggung jawab pegawai Account Representative terhadap Wajib Pajak, tanggung jawab Account Representative terhadap atasannya. (Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, 2008)
a. Kualitas Pelayanan
Setiap Account Representative mempunyai beberapa Wajib Pajak yang harus diawasi. Penugasan pelayan Account Representative dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan produktivitas kerja karena pelaksanaan pekerjaan lebih tefokus. Account Representative dilatih agar menjadi staf yang proaktif, bersikap melayani, dan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik. Seorang Account Representative memiliki akses terhadap rekening Wajib Pajak secara on-line dan juga Wajib Pajak dapat secara mudah menghubungi Account Representative-nya baik secara langsung datang ke KPP maupun menggunakan telepon atau e-mail.
b. Kode Etik Pegawai 
Kode etik berisi kewajiban dan larangan wajib harus dipatuhi setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. 
Adapun kewajiban yang harus dipatuhi adalah :
1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain
2. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel
3. Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki DJP
4. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya
5. Mentaati perintah kedinasan
6. Bertanggungjawab dalan penggunaan barang inventaris milik DJP
7. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor
8. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan , dan
9. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.
Larangan yang harus dihindari adalah :
1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas
2. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik
3. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung
4. Menyalahgunakan fasilitas kantor
5. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun
6. Menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan
7. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat megakibatkan gangguan, kerusakan dan atau perubahan data pada sistem informasi milik DJP, dan
8. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat DJP.  
c. Tugas dan Tanggungjawab Pegawai Account Representative terhadap Wajib Pajak
Tugas Account Representative terhadap Wajib Pajak adalah :
1. Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak (WP)
2. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak (WP)
3. Melaksanakan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan kepada Wajib Pajak (WP)
4. Memberikan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak (WP)
5. Membuatdan memutakhirkan profil Wajib Pajak (WP)
6. Membuat Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25
7. Membuat uraian penelitian pembebasan/pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25
8. Membuat usulan rencana kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak (WP) dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data Wajib Pajak (WP)
9. Membuat Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP bunga penagihan) Pasal 7, Pasal 8 (2), Pasal 9 (2a) dan Pasal 14 (3)
10. Membuat konsep Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan SKPKB/SKPKBT tanpa prosedur pemeriksaan
11. Melaksanakan proses pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP
12. Membuat konsep usulan Wajib Pajak (WP) / PKP Fiktif dan Wajib Pajak (WP) Patuh
13. Membuat konsep perhitungan Lebih Bayar (LB)
14. Melaksanakan penelitian dalam rangka penerbitan Bukti Pbk berdasarkan permohonan Wajib Pajak (WP)
15. Melaksanakan penelitian Bukti Pemindahbukuan secara jabatan
16. Membuat konsep Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Sementara (SKPPS)
17. Membuat uraian penelitian dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan PPh dan Pemungutan PPN
18. Membuat konsep Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa
19. Melakukan penelitian dalam rangka penerbitan Surat Ijin Penggunaan Mesin Teraan Meterai, Surat Ijin Pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan dan dengan sistem komputerisasi dan memproses pencabutan ijin penggunaannya
20. Membuka segel mesin teraan dan membuat Berita Acara-nya
21. Melaksanakan pengalihan saldo bea meterai dengan mesin teraan, pengalihan saldo bea meterai dengan teknologi percetakan dan dengan sistem komputerisasi
22. Merekonsiliasikan data Wajib Pajak (WP)
23. Menyusun konsep uraian pelaksanaan dan konsep evaluasi hasil Putusan Banding/Peninjauan Kembali
24. Membuat konsep laporan penelitian Ijin Perubahan Tahun Buku dan Metode Pembukuan Pertama
25. Membuat konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat
Tanggung jawab Account Representative terhadap Wajib Pajak adalah :
 menagani sejumlah kecil Wajib Pajak tertentu, bertanggung jawab untuk menginformasikan semua perubahan perarturan, dan merespon pertanyaan atau permintaan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban atau hak perpajakan.
d. Tanggung jawab Pegawai Account Representative terhadap atasannya
Tanggungjawab Pegawai Account Representative terhadap atasannya adalah :
1. Membuat konsep rencana kerja
2. Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan
3. Mengusulkan pemeriksaan dan atau penyidikan
4. Membuat konsep laporan berkala seksi. 
Teori pendukung menurut Siti Kurnia Rahayu berpendapat bahwa modernisasi bertujuan untuk menerapkan Good Governance, pelayanan prima, tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan adminstrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas pegawai yang tinggi. Untuk mencapai kepatuhan cara yang ditempuh salah satunya berkaitan dengan kinerja AR adalah menyempurnakan SDM dan meningkatkan pelayanan. Adapun tugas dan tanggungjawab AR adalah mengawasi kepatuhan perpajakan, memberikan himbauan dan konsultasi teknis, menganalisis kinerja WP, melakukan mentoring penyelesaian pemeriksaan pajak, melakukan evaluasi hasil banding, memberikan bantuan dalam masalah perpajakan, melakukan pemutakhiran data WP, dan menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada Wajib Pajak”. (2009: 110)          
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Hipotesis 
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka yang dapat disajikan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa :
”Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kinerja Account Representative
3. OBJEK DAN METODE PENELITIAN
Objek penelitian digunakan untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu. Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah  Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Kinerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Kota Bandung.
Operasionalisasi Variabel
Variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:
1. Variabel Independen (X).
Variabel independen adalah variabel yang tidak terikat oleh faktor-faktor lain, tetapi mempunyai pengaruh terhadap variabel lain. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008:59): “Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.”
Variabel independen pada penelitian ini adalah Modernisasi Administrasi Perpajakan.
2. Variabel Dependen (Y).
Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Menurut Sugiyono (2008:59), variabel dependen adalah: “Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”
Variabel dependen di sini adalah Kinerja Account Representative.
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian
	Variabel
	Konsep Variabel
	Dimensi
	Indikator
	Skala
	Kuisioner

	Modernisasi Administrasi Pajak (Variabel X)
	”Modernisasi Administrasi Pajak merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komperhensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang  pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan biang pengawasan.”
Siti Kurnia Rahayu:2009)

	Modernisasi administrasi yang dilakukanmeliputi: 
a. Restruksi organisasi 
	a. Job des kantor pusat
b. Job des kantor operasional
	Ordinal
	1
2

	
	
	b.Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi
	a.Standard Operating Procedurs (SOP)
b. Perbaikan business process
c. Pengembangan dan penyempurnaan SIDJP dalam sistem administrasi internal
	Ordinal
	3

4

5

	
	
	c. Penyempurnaan manajemen SDM
	a. Melakukan pemetaan kompetensi
b. Seluruh jabatan dievaluasi dan dianalisis
c. Beban kerja dari masing-masing jabatan dianalisis
d. Pembuatan & dokumentasi SOP sebagai standar penilaian kerja
e.Semuanya akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir
	Ordinal
	6


7


8


9



10

	
	
	d. Pelaksanaan Good Governance
Siti Kurnia Rahayu:2009)

	a. Pembuatan dan penegakan kode etik pegawai
b. Saluran pengaduan yang independen
c. Subdirektorat khusus menagani pengawasan internal dan transformasi sumber daya aparatur
d. Pembentukan complience center
	Ordinal
	11


12

13





14

	Kinerja Account Representative
(Varibel Y)
	Kinerja Individu adalah : 
”Tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.”
(Berry Nurdiansyah : 2009)

“Account Representative (AR) adalah petugas yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melaksanakan Sistem Administrasi Modern. (Kanwil DJP Wajib Pajak Besar :2008)
	Kinerja Account Representative dapat dilihat dari:
a. Kualitas pelayanan
	a. Meningkatkan profesionalisme
b. Meningkatkan produktivitas kerja
	Ordinal
	15

16


	
	
	b. Kode etik pegawai
	a. Kewajiban yang harus dipatuhi

	Ordinal
	17-18


	
	
	
	b.Larangan yang harus dihindari
	Ordinal
	19-20

	
	
	c. Tugas dan tanggung jawab AR terhadap WP
	a. Tugas AR
	Ordinal
	21-23

	
	
	
	b. Tanggungjawab AR
	Ordinal
	24-26

	
	
	d. Tanggung jawab AR terhadap atasannya (Kanwil DJP Wajib Pajak Besar :2008)
	a. Membuat konsep rencana kerja
b. Menyusun estimasi
c. Mengusulkan pemeriksaan
d. Membuat konsep laporan berkala seksi
	Ordinal
	27

28
29


30



Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada jawaban. Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala likert.
	Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan (positif) atau tidak mendukung pernyataan (negatif). 



Scoring Untuk Jawaban Kuesioner
	Jawaban Responden
	Skor

	Sangat Positif
	5

	Positif
	4

	Ragu-ragu
	3

	Negatif
	2

	Sangat Negatif
	1



 	 Sumber: Sugiyono (2008:133)
Teknik Penentuan Data
	Untuk menunjang hasil penelitian, maka peneliti melakukan pengelompokan data yang diperlukan kedalam dua golongan, yaitu:
1.  	Populasi
Populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Account Representative yang di nilai oleh kepala seksi/waskon pada KPP wilayah kota Bandung. Adapun jumlah Account Representative sebanyak 99 orang dan 20 orang kepala waskon yang menilai.
2. 	 Sampel
Metode penentuan sampel penelitian yang dipakai yaitu Simple Proportional Random Sampling pada semua account representative yang diperiksa oleh Kepala Seksi dimasing-masing KPP. Selanjutnya menentukan sampel minimal dengan derajat kepercayaan (level of significan  = 0,10) dan batas kesalahan yang diinginkan adalah 10% dengan alasan bahwa kondisi populasi bersifat homogen. Diperoleh ukuran sampel masing-masing proporsi seperti terlihat pada tabel dibawah ini.
Proporsional Sampel Penelitian
	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
	Jumlah Populasi
	Ukuran Sampel

	1.  KPP Cibeunying
	22/99 x 50
	11

	2. KPP Tegallega
	20/99 x 50
	10

	3. KPP Bojonegara
	21/99 x 50 
	10

	4. KPP Karees
	19/99 x 50
	10

	5. KPP Cicadas
	17/99 x 50
	9

	Jumlah 
	99
	50



Berdasarkan Tabel di atas, maka setiap satu orang Kepala Seksi pada masing-masing KPP menilai antara 2-3 orang Account Representative (AR). Sampel yang diambil adalah semua yang ada dalam populasi yaitu kepala seksi/waskon sebanyak 20 respon pada KPP wilayah kota Bandung.

Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi obyek untuk mendapatkan data primer (data yang diambil langsung dari perusahaan).
Data primer ini didapatkan melalui teknik-teknik sebagai berikut:
a. Metode pengamatan (Observasi), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti, diamati atau kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penulisan laporan ini, penulis mengadakan pengamatan langsung di KPP wilayah kota Bandung.
b. Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti.
c. Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tetutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah petugas pajak, dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.
Sebelum kuesioner digunakan untuk pengumpulan data yang sebenarnya, terlebih dahulu dilakukan uji coba kepada responden yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik populasi penelitian. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan (validitas) dan kekonsistenan (reliabilitas) alat ukur penelitian, sehingga diperoleh item-item pertanyaan -pertanyaan yang layak untuk digunakan sebagai alat ukur untuk pengumpulan data penelitian.
Uji Validitas
Suatu alat ukur disebut valid bila dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur.
Standar Penilaian Untuk Validitas
	
	Validity

	Good 
	0,50

	Acceptable
	0,30

	Marginal
	0,20

	Poor
	0,10


Sumber: Barker et al, 2002:70
Seperti yang telah dijelaskan padan metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor total = 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid dan apabila < 0,30 berarti data tersebut dapat dikatakan tidak valid. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan rumus korelasi pearson product moment (r).
Seperti dilakukan pengujian lebih lanjut, semua item pernyataan dalam kuesioner harus diuji keabsahannya untuk menentukan valid tidaknya suatu item. Uji validitas dilakukan untuk mengukur pernyataan yang ada dalam kuesioner. Validitas suatu data tercapai jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan apa yang akan diungkapkan. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi product moment.
Angka yang dipergunakan sebagai pembanding untuk melihat valid tidaknya suatu item, seperti dikemukakan Barker et al (2002: 70) adalah 0,30. Item yang memiliki korelasi lebih besar atau sama dengan 0,30 dikategorikan item valid, sedangkan yang memiliki korelasi dibawah 0,30 dikategorikan tidak valid dan akan disisihkan pada analisis selanjutnya.
Untuk mempercepat dan mempermudah penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan bantuan komputer dengan menggunakan software SPSS  15.0 for windows dengan metode korelasi pearson product moment yang rumusnya sebagai berikut:
		


Sumber: Sugiyono, 2008:248
Keterangan:
r	=	Koefisien korelasi pearson
X	=	Modernisasi Administrasi Perpajakan
Y	=	Kinerja Account Represntative
n	=	Ukuran sampel atau banyak data di dalam sampel
 Uji Reliabilitas
Relibilitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian, dan kekonsistenan. Suatu alat disebut reliabel apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek sama sekali diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Dalam hal ini relatif sama berarti tetap adanya toleransi perbedaan-perbedaan kecil diantara hasil beberapa kali pengukuran.
	Pengujian reliabilitas kuesioner penelitian menggunakan Alpha-Cronbach, yaitu variasi skor butir pernyataan dengan variasi total skor keseluruhan butir pernyataan. Untuk mengevaluasi ukuran validitas dan reliabiltas kuesioner digunakan kriteria sebagai berikut:

Standar Penilaian Untuk Reliabiltas
	
	Reliability

	Good
	0,80

	Acceptable
	0,70

	Marginal
	0,60

	Poor
	0,50


					Sumber: Barker et al, 2002:70
Selain valid instrumen penelitian juga harus andal, keandalan instrumen menjadi indikasi bahwa responden konsisten dalam memberikan tanggapan atas pernyataan yang diajukan. Untuk menguji keandalan kuesioner digunakan metode alpha-cronbach, sekumpulan butir pernyataan yang mengukur variabel dapat diterima jika memiliki koefisien reliabilitas lebih besar atau sama dengan 0,70 (Barker et al, 2002:70)
Uji Hipotesis
Bentuk hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah hipotesis asosiatif, karena pada penelitian ini menanyakan hubungan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat.
Langkah-langkah dalam uji hipotesis adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan Hipotesis
A. Hipotesis Penelitian
Terdapat pengaruh antara modernisasi adminstrsi perpajakan terhadap kinerja Account Representative.
B.	Hipotesis Statistik
Berdasarkan pada alat statistik yang digunakan dan hipotesis penelitian diatas, maka penulis menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk uji statistiknya yaitu hipotesis nol (Ho) yang diformulasikan untuk ditolak dan hipotesis alternatif (H1) yaitu hipotesis penulis yang diformulasikan untuk diterima, dengan perumusan sebagai berikut:
Ho :ρ = 0, Tidak terdapat pengaruh antara Modernisasi Adminstrsi Perpajakan terhadap Kinerja Account Representative.
Ha  :ρ  ≠  0, Terdapat    pengaruh   antara    Modernisasi Adminstrsi Perpajakan terhadap Kinerja Account Representative.
2.  Uji Statistik
Untuk menguji signifikasi suatu koefisien korelasi, maka dapat menggunakan statistik uji t student dengan rumus sebagai berikut:


		                    r √ n-2  
		  t hitung = 
		   	          √1- r²
	
                   Sumber: Andi Supangat, 2006:351

Keterangan:
t : nilai uji t
r : koefisien korelasi
n : jumlah sampel
Untuk mengetahui ditolak atau tidaknya hipotesis, Riduwan dan Sunarto (2007:83) mengungkapkan kaidah yang digunakan dalam pengujian terhadap hipotesis penelitian sebagaimana dikutip berikut ini:
“Kaidah pengujian:
Jika 	t hitung ≥ t table, maka tolak H0 artinya signifikan dan
	t hitung ≤ t table, maka terima H0 artinya tidak signifikan.”
Nilai t tabel bisa ditemukan dengan bantuan tabel distribusi t student yang sudah tersedia secara umum, dengan ketentuan pencarian α = 0,05 dan derajat kebebasan atau dk = (jumlah data – 2) atau 5-2 = 3.


3. Menggambar daerah penerimaan dan penolakan
Untuk menggambar daerah penerimaan atau penolakan maka digunakan kriteria sebagai berikut :
· Jika t hitung ≥ t table maka H0 ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada pengaruhnya.
· Jika t hitung ≤ t table maka H0 ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada pengaruhnya.
· t hitung; dicari dengan rumus perhitungan t hitung, dan
· t tabel; dicari didalam tabel distribusi t student dengan ketentuan sebagai berikut, α = 0,05 dan dk = (jumlah data – 2) atau 5-2=3
4. Penarikan Kesimpulan
Dalam pengujian hipotesis yang menggunakan uji dua pihak ini berlaku ketentuan, bahwa bila berada pada daerah penerimaan H0 atau terletak diantara harga tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Penarikan kesimpulan berdasarkan analisis pengujian hipotesis yang dilakukan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan (setelah dibandingkan antara  t hitung dan t tabel), juga didukung oleh teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
 Modernisasi Administrasi Perpajakan
	Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 50 pegawai pajak Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Skor jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut.


Keterangan:
a. Skor aktual adalah skor jawaban yang diperoleh dari seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan
b. Skor ideal adalah skor maksimum atau skor tertinggi yang mungkin diperoleh jika semua responden memilih jawaban dengan skor tertingi.
Analisis kualitatif diakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel penerapan modernisasi administrasi perpajakan. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung berdasarkan indikator 14 indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.
Rekapitulasi  Skor Jawaban Responden Pada Variabel Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan
	No
	Indikator
	Skor Aktual
	Skor Ideal
	%
	Kategori

	1
	Job description kantor pusat
	108
	250
	43.20
	Kurang baik

	2
	Job description kantor oprasional
	118
	250
	47.20
	Kurang baik

	3
	SOP
	200
	250
	80.00
	Baik

	4
	Perbaikan business process
	203
	250
	81.20
	Baik 

	5
	Pengembangan dan penyempurnaan SIDJP dalam sistem administrasi internal
	200
	250
	80.00
	Baik

	6
	Melakukan pemetaan kompetensi
	209
	250
	83.60
	Baik

	7
	Seluruh jabatan dievaluasi dan dianalisis
	210
	250
	84.00
	Baik

	8
	Beban kerja dari masing-masing jabatan dianalisis
	203
	250
	81.20
	Baik

	9
	Pembuatan & dokumentasi SOP sebagai standar penilaian kerja
	203
	250
	81.20
	Baik

	10
	Semauanya akan dimanfaatkan untuk membuta sistem jenjang karir
	203
	250
	81.20
	Baik

	11
	Pembuatan dan penegakan kode etik pegawai
	209
	250
	83.60
	Baik

	12
	Saluran pengaduan yang independen
	202
	250
	80.80
	Baik

	13
	Subdirektorat khusus memagani pengawasan internal dan transformasi sumber daya aparatur
	205
	250
	82.00
	Baik

	14
	Pembentukan complience center
	212
	250
	84.80
	Sangat Baik

	
	Total
	2685
	3500
	76.71
	Baik


Sumber: Data primer (Diolah)
Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja yang sangat baik pada indikator pembentkan compliance center. Dan adanya beberapa indikator lainnya yang sudah dikatakan baik seperti indikator pembuatan dan penegakan kode etik. 
 Kinerja Account Representative
	Pada bagian ini akan diuraikan penilaian kepala seksi terhadap kinerja 50 account representative. Sama halnya pada penerapan modernisasi administrasi perpajakan, skor jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal. Analisis dilakukan mengacu kepada setiap dimensi yang ada pada variabel kinerja account representative. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai kinerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung berdasarkan indikator.


Rekapitulasi  Skor Jawaban Responden Pada Variabel Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan
	NO
	Indikator
	Skor Aktual
	Skor Ideal
	%
	Kategori

	1.
	Meningkatkan profesionalisme
	107
	250
	42.8
	Kurang baik

	2.
	Meningkatkan produktivitas kerja
	205
	250
	82.0
	Baik

	3.
	Kewajiban yang harus dipatuhi
	412
	500
	82.4
	Baik

	4.
	Larangan yang harus dipatuhi
	406
	500
	81.2
	Baik

	5.
	Tugas AR
	414
	750
	55.2
	Cukup Baik

	6.
	Tanggungjawab AR
	610
	750
	81.3
	Baik

	7.
	Membuat konsep rencana kerja
	198
	250
	79.2
	Baik

	8.
	Menyusun estimasi
	183
	250
	73.2
	Baik

	9.
	Mengusulkan pemeriksaan
	97
	250
	38.8
	Kurang Baik

	10
	Membuat konsep laporan berkala seksi
	202
	250
	80.8
	Baik

	
	Total
	2.834
	4000
	70.85
	Baik


Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa kinerja account representative pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung baik. Hal ini ditunjukkan dengan indikator meningkatkan produktivitas kerja yang baik sebesar 82.0%, kewajiban yang harus dipatuhi sebesar 82.4% serta ditunjang oleh indikator yang lainnya. 
Analisis Kuantitatif
Pada bagian ini hipotesis konseptual yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan  melalui uji statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan seperti yang telah dituangkan di dalam bab II adalah adanya pengaruh dari penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kinerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi. 
Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini dituangkan kedalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut.
	Ho:  = 0
	Penerapan modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kinerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung

	Ha:   0
	Penerapan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kinerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung


Penolakan dan penerimaan Ho didasarkan pada nilai statistik uji t dan nilai signifikansi. Apabila nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,308) maka Ho ditolak dan Ha diterima atau jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Data variabel X (penerapan modernisasi administrasi perpajakan) dan variabel Y (kinerja Account Representative) yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regressi disajikan pada tabel berikut.
Tabel 
Rekap Data Variabel Penerapan modernisasi administrasi perpajakan (X) dan Variabel Kinerja Account Representative (Y)
	Responden 
	X
	Y
	X2
	Y2
	XY

	1
	44,2430
	46,7617
	1957,4430
	2186,6566
	2068,8779

	2
	25,7972
	31,0871
	665,4955
	966,4078
	801,9601

	3
	43,0072
	39,8625
	1849,6193
	1589,0189
	1714,3745

	4
	34,2056
	30,8807
	1170,0231
	953,6176
	1056,2929

	5
	45,4591
	43,0919
	2066,5298
	1856,9118
	1958,9190

	6
	33,1503
	45,7379
	1098,9424
	2091,9555
	1516,2251

	7
	44,5259
	43,4265
	1982,5558
	1885,8609
	1933,6040

	8
	40,3956
	46,4317
	1631,8045
	2155,9028
	1875,6364

	9
	25,6730
	25,7492
	659,1029
	663,0213
	661,0592

	10
	45,5864
	46,2059
	2078,1199
	2134,9852
	2106,3606

	11
	22,3960
	31,0976
	501,5808
	967,0607
	696,4618

	12
	46,9084
	45,7002
	2200,3980
	2088,5083
	2143,7233

	13
	26,9823
	30,2371
	728,0445
	914,2822
	815,8665

	14
	40,7210
	35,8378
	1658,1998
	1284,3479
	1459,3511

	15
	25,8844
	31,2411
	670,0022
	976,0063
	808,6571

	16
	45,4236
	46,1924
	2063,3034
	2133,7378
	2098,2251

	17
	38,0285
	30,6924
	1446,1668
	942,0234
	1167,1859

	18
	44,2380
	36,7868
	1957,0006
	1353,2687
	1627,3745

	19
	44,2129
	40,0291
	1954,7805
	1602,3288
	1769,8026

	20
	31,6590
	28,7193
	1002,2923
	824,7982
	909,2243

	21
	39,1775
	50,0957
	1534,8765
	2509,5792
	1962,6243

	22
	45,9707
	43,5508
	2113,3053
	1896,6722
	2002,0608

	23
	27,0214
	24,5573
	730,1561
	603,0610
	663,5726

	24
	35,7181
	32,8287
	1275,7827
	1077,7235
	1172,5788

	25
	27,0682
	28,6201
	732,6875
	819,1101
	774,6946

	26
	46,9362
	43,1177
	2203,0069
	1859,1361
	2023,7810

	27
	39,1691
	39,4301
	1534,2184
	1554,7328
	1544,4415

	28
	26,7938
	32,3135
	717,9077
	1044,1623
	865,8015

	29
	49,4464
	36,3499
	2444,9465
	1321,3152
	1797,3717

	30
	24,4805
	30,9918
	599,2949
	960,4917
	758,6948

	31
	40,3158
	51,2135
	1625,3637
	2622,8226
	2064,7132

	32
	37,1339
	28,9848
	1378,9265
	840,1186
	1076,3187

	33
	47,9237
	50,0792
	2296,6810
	2507,9263
	2399,9806

	34
	43,0948
	45,0899
	1857,1618
	2033,0991
	1943,1402

	35
	26,9343
	24,7527
	725,4565
	612,6962
	666,6966

	36
	46,6293
	45,7861
	2174,2916
	2096,3670
	2134,9738

	37
	42,9062
	46,0054
	1840,9420
	2116,4968
	1973,9169

	38
	25,5482
	21,0417
	652,7105
	442,7531
	537,5776

	39
	44,2659
	45,8490
	1959,4699
	2102,1308
	2029,5472

	40
	44,1985
	40,5662
	1953,5074
	1645,6166
	1792,9652

	41
	29,3019
	32,3421
	858,6013
	1046,0114
	947,6850

	42
	29,1341
	39,3372
	848,7958
	1547,4153
	1146,0539

	43
	30,4420
	24,7141
	926,7154
	610,7867
	752,3466

	44
	39,2808
	52,2045
	1542,9812
	2725,3098
	2050,6345

	45
	39,3752
	27,1262
	1550,4064
	735,8307
	1068,0996

	46
	44,2364
	45,4966
	1956,8591
	2069,9406
	2012,6058

	47
	45,4327
	45,9541
	2064,1302
	2111,7793
	2087,8188

	48
	27,9595
	31,2793
	781,7336
	978,3946
	874,5536

	49
	45,6065
	44,8968
	2079,9528
	2015,7227
	2047,5859

	50
	45,8126
	44,7880
	2098,7943
	2005,9649
	2051,8547

	Jumlah
	1885,8116
	1905,1319
	74401,0687
	76083,8680
	74413,8719



Estimasi Persamaan Regressi 
Sebelum diuji pengaruh penerapan modernisasi administrasi perpajakan  (X) terhadap kinerja Account Representative(Y) pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, terlebih dahulu dihitung koefisien regressi. Menggunakan data-data yang tercantum pada tabel 4.30, dapat diestimasi persamaan regressi menggunakan rumus sebagai berikut:
Konstanta (a)



    




 a = 8,630
Koefisien regressi variabel X (b)



	




 b = 0,781
Menggunakan software SPSS 15 for windows, diperoleh hasil regressi penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kinerja Account Representative seperti pada tabel di bawah ini:
Hasil Analisis Regresi
[image: ]
Melalui hasil regressi yang terdapat pada tabel di atas maka dapat dibentuk sebuah persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 8,630 + 0,781 X
Dimana : Y =  Kinerja Account Representative
	    X = Penerapan modernisasi administrasi perpajakan  
	Nilai konstanta (a) sebesar 8,630 menunjukkan nilai rata-rata kinerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung apabila tidak dierapkan modernisasi administrasi perpajakan. Kemudian nilai koefisien regressi (b) sebesar 0,781 menunjukkan peningkatan kinerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung apabila penerapan modernisasi administrasi perpajakan ditingkatkan sebesar satu satuan.
	Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya semakin baik penerapan modernisasi administrasi perpajakan diduga akan meningkatkan kinerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Sebaliknya, semakin kurang baik penerapan modernisasi administrasi perpajakan diduga akan menurunkan kinerja Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. 
Analisis Korelasi 
Keeratan hubungan antara variabel penerapan modernisasi administrasi perpajakan dengan kinerja Account Representative diukur melalui koefisien korelasi. Korelasi antara penerapan modernisasi administrasi perpajakan dengan kinerja Account Representative dihitung menggunakan korelasi product moment dengan rumus sebagai berikut.












Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 15 for windows, diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara penerapan modernisasi administrasi perpajakan dengan kinerja Account Representative pada tabel di bawah ini.
Korelasi Antara Variabel X dengan  Variabel Y
[image: ]
Melalui hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa besar hubungan antar variabel penerapan modernisasi administrasi perpajakan  dengan kinerja Account Representative yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,757. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang erat/kuat  antara penerapan modernisasi administrasi perpajakan  dengan kinerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin baik penerapan modernisasi administrasi perpajakan akan membuat kinerja Account Representative semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin tidak baik penerapan modernisasi administrasi perpajakan akan membuat kinerja Account Representative makin rendah. 
Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi (R-square) merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan software SPSS 15 for windows sebagai berikut:




Koefisien Determinasi
[image: ]
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai R-square adalah sebesar 0,573, nilai ini dikenal dengan koefisien determinasi (KD).
	KD = 0,573 x 100% = 57,3%
Koefisien determinasi sebesar 57,3% menunjukkan bahwa 57,3% perubahan yang terjadi pada kinerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung bisa dijelaskan oleh penerapan modernisasi administrasi perpajakan. Artinya penerapan modernisasi administrasi perpajakan mampu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kinerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung sebesar 57,3 persen. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 42,7% dijelaskan variabel lain di luar variabel penerapan modernisasi administrasi perpajakan, seperti Undang-undang Perpajakan.
Uji Signifikansi 
	Selanjutnya, masih dengan menggunakan korelasi yang terdapat pada tabel 4.15 di atas, akan dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji signifikansi penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kinerja Account Representative. Melalui persamaan regresi yang diperoleh di atas akan diuji apakah penerapan modernisasi administrasi perpajakan benar-benar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Account Representative. Dengan kata lain, akan dilakukan pengujian apakah penerapan modernisasi administrasi perpajakan  benar-benar merupakan salah satu faktor penunjang kinerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Nilai statistik uji t dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

	

	

	
		Melalui hasil perhitungan di atas diperoleh nilai thitung sebesar 8,018, sementara pada tabel t dengan tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas  (50-2) = 48 diperoleh nilai t tabel sebesar 2,011.  Karena thitung (8,018) lebih besar dari ttabel (2,011), maka pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh penerapan modernisasi administrasi perpajakan  terhadap kinerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penerapan modernisasi administrasi perpajakan signifikan dalam meningkatkan kinerja Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan modernisasi administrasi perpajajakan dan implikasinya terhadap kinerja account representative pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut.
5.1 Kesimpulan
1. Pada umumnya Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung sudah menerapkan modernisasi administrasi perpajakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan indikator pembentukan compliance center, sedangkan indikator perbaikan business process dikatagorikan cukup baik. Tetapi ada beberapa indikator yang dikatagorikan kurang baik seperti indikator job description kantor pusat dan job description kantor operasional. 
2. Pada umumnya account representative Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung sudah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan indikator kewajiban yang harus dipatuhi, sedangkan indikator tugas account representative dikatagorikan cukup baik. Tetapi ada beberapa indikator dikatagorikan kurang baik yaitu indikator meningkatkan profesionalisme dan mengusulkan pemeriksaan. 
3. Penerapan modernisasi administrasi perpajakan signifikan dalam meningkatkan kinerja Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Penerapan modernisasi administrasi perpajakan mampu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap peningkatan kinerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung sebesar 57,3 persen. 
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa penerapan modernisasi administrasi perpajakan telah terbukti membawa pengaruh yang positif bagi kinerja Account Representative, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung sebagai berikut :
1. Dalam penerapan modernisasi administrasi perpajakan,  job description kantor pusat dikatagorikan kurang baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil responden yang menyatakan bahwa restruksi organisasi DJP era modernisasi menjawab hanya sekedar peraturan saja.  Aparat perpajakan harus memiliki konsep rencana kerja agar job des kantor pusat dapat dikatakan baik. Kemudian  job des kantor operasional  juga dikatakan kurang baik, hal ini dilihat jawaban responden banyak yang menjawab cara mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan cara tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, seharusnya aparat perpajakan memberikan pelayanan yang terbaik agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat.
2. Dalam kinerja account representative, meningkatkan profesionalisme dikatagorikan kurang baik. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya responden menjawaban workshop dari butir pertanyaan cara meningkatkan kualitas kinerja account representative. Seharusnya account representative mengikuti pelatihan agar kinerjanya dapat lebih ditingkatkan lagi. Kemudian dalam mengusulkan pemeriksaan juga dikatagorikan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari banyak responden menjawab jarang dari butir pernyataan mengusulkan pemeriksaan kepada wajib pajak, seharusnya account representative melakukan  pemeriksaan apabila ada kejanggalan agar dapat dikatagorikan baik. 
3. Modernisasi administrasi perpajakan dan kinerja Account Representative pada KPP Wilayah Kota Bandung sudah baik, tetapi ada beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi agar kepuasan Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak semakin terpenuhi, hal ini juga dapat meningkatkan kualitas pelayananan kinerja Account Representative dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga penerimaan negara semakin lancar.
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